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Bahwa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan

fungsi seluruh unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Ti i perly

dilakukan upaya pengendalian secara intensif,

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Huruf A diatas maka periu

ditetapkan  Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Daerah T tentang
Daftar Identifikasi Risiko di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republic Indonesia Nomor 5049,

Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587);

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsl Dan Wilayah Birokrasi Bersih
Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2021;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain,
Bagian Ketiga Paragraf 1 Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPUMD) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2017
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun
2019 tentang  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubemur
Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas dan Fungsi serta
Tata Kena Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 841);

14, Peraturan Gubemur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 86
Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

15. Peraturan Gubemur Kepulauan Riau nomor 51 Tahun 2020
tentang Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

16. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 601 Tahun 2019
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Sisa Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

: Keputusan Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan

Pendapatan Daerah Tanjungpinang tentang Dattar Identifikasi
Risiko di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan

Pendapatan Daerah Tanjungpinang.
: Daftar i Risiko di L Unit Teknis
F Daerah ji Tahun 2021
pada lampiran 1 ini

: Daftar Risiko sebagaimana pada Diktum Kedua, secara periodik

akan ditinjau Kembali untuk disesuaikan dengan perubahan
kondisi lingkungan pengendalian yang terjadi.

: Daftar Risiko menjadi alat pengendalian internal bagi seluruh unsur

manajemen

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekefiruan akan dilakukan perbaikan
sebagimana mestinya.

DITETAPKAN DI . TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL 05 MEI 2021

Pit. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
ENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
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PEMERINTAH PROVINS| KEPULAUAN RIAU Jangka (RPJMD)  Provins:
PENGELOLAAN

UNIT PELAKSANA PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Dacrah
et ettty i e s Dseran (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Wetate” dispenda keorprov.go i Kode Pos 29113 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
aNg sebagaimana teiah beberapa kall diubsh tecakhir dengan 13 Peraturan Gubemur Kepulsuan Risu Nomor 59 Tahun 2017
Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs:
e D A THD. Republik Indonesia Tshun 2015 Nomor 58, Tambahan serta Tata Kerja Perangkat Daersh (Berita Daerah Provinsi
AN PRMNOAPATA Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679); Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah
e e O 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Gubernur
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang
TENTANG 8 Instruks! Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Parubahan Ketiga Atas Peraturan Gubemur Kepulauan
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korups Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Keduduksn, Susunan
PENYEL SISTEM IAN INTERN (sPiP) 7. Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan OrganisasiTugas dan Fungsi sera Tata Kerja Perangkat
01 LINGKUNGAN UNIT PELAKBANA TEKNIS PENGELOLAAN Teaiormanl Blcskrasi Nomot 37 Tahun. 2013 tentang Pedaman Cakial (Badis Caetshy Bravdod Kanulsyens Fian Tekun
TAHUN ANGGARAN 2021 Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah 2019 Nomor 841);
Dasrah 14 Provine) Riau Nomor 86 Tahun
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS & Peraturan Menten Pendayagunasn Aparatur Negara dan 2017 tentang Pembentuken Unit Pelaksana Teknis
PENGELOLAAN DAERAH TAN. Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pengelolaan Pandapatan Daersh pada Badan Pengeiolaan
Menimbang : @& Bahwa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan Alds Parstran Merkets Pencaysquriaan Acsrans Negara den Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
fungsi seluruh unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Reformesi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 15 Peraturan Gubermnur Kepulauan Riau nomor 51 Tahun 2020
Py i) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilaysh Bebas Dari g Birokraa:
Do S e e S et
B0 Batwa:berdsmmie ey Liorimn O N CHGR ke per . Perutinn’ Memen Pencayscinesn  Apsrei N (dan :.:::n: Ry Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provins
ditstapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknia
s sy i Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Kepulauan Riau Sisa Periode 2016-2021;
Reformasi Birokrasi 2020-2021
Dafiar Identifikasi Risiko i Lingkungan Unit Pelaksana Teknis O PR e iR NGHOF 8 SEaOr MEMUTUSKAN
Dearsh 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan AMESIREARIEAR] .
Menciaos SHA% Unasoqramna’ Nomer) 20, ek, 2002 Teowe Perencansan Pembangunan Daerah, Lembsga Teknis
Pintardtiksol oAl Kepclscan Boad. (Cemas choss Daerah. Satusn Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain, PERTAMA i Membentuk Setusn Tuges Sistem
RApuLc: Indonesls. Talur. 2002 Noowr - 111 Femeisten Bagian Ketiga Paragraf 1 Rumah Sakit Umum Daerah Provins: \oar (sPIP) i L Unit Toknis

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4237)

Kepulauan Risu Tanjungpinang, Davcal PR
2. Uniang Undgng: Homror: S8 TEREN 100 eMen0 11, Paraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nemor 7 Tahun s Uarmpiran ioenatiean

Pacisbenogarien Negars yard Bersit: den; Rete siart Konmet 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daersh o

s Fronne: Kepulsmn| ey (Lembeiar 'Cwesh: Frovins) KEDUA : Penanggung Jawab Satuan Tugas nyelenggara  SPIP
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah i, PG TSk S8 ML TS D i

D Rolribia] Dinaral (Lambarss. Neosce Senctils ndonsei 12 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Risu Nomor 1 Tahun 1= embertian: e Habiiian lepedn BeAgas: taats

Jerm J0b9 Momor. 139 Tembanes:Lembacn: Nogsey 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi g s Uit

FSpubil Indcrisle Hotmon 5048; Kepulauan Risu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Teknis Daeran

Tanjungpinang;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara lerus menerus untuk
memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan

2 dan jawab  datam LAMPIRAN
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan segenap kegiatasn penyslenggaraan SPIP, KEPUTUSAN KEPALA U
e e e o O st o oS DR GO FEaniens e hmicm e ten
pada peraturan perundang-undangan; dipertukan: PINANG

3 dan vang 4. Mombuat laporan kegiatan Satuan Tugasn secara berkala sy
menimbulkan perilaku poditf dan Kindusi untuk penerapan kepacia Pananggung Jawab TUGAS  PENYELENGGARAAN SISTEM
SPIP 6l Lingkungan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelotaan KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIF adalah selama 1 FENGENGALIAN IITERN BEMERINTAN
Pendapatan Daerah Tanjungpinang; (satu) tahun sejak berskhimya masa kera Satuan Tugas tahun PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN

sistem intern @i L Kantor sebelumnya et T i AR s B an ey VNS

unit Toknis Daerah KELIMA : Segala biaya yang timbul sebage: skibat ditetapkannya keputusan
Tanunapinana: ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA SKPD) NAMA — NAMA PERSONIL DAN JABATAN

5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan UFT EED Teinopans CACAN TIM7 SATUAN TUGAS

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejsk tanggal ditetapksn dan apsbils PENYELENGGARAAN SISTEM ALIAN INTERN (sPIP)

Kant Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daorah
e tnk e Takne N dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

Tanjungpinang:
6. Menyelenggarakan rapat rulin untuk membahas tentang SeSegmnR mesy [ uo| NAMA |
dan SPIP @i Lingk Kantor Unit [ 7 [Azwa sE M S |
Toenls ik DITETAPKAN DI TANJUNGPINANG I S T 1
Tenjungpinang; 18 OKTOBER 2021 | ‘ = i |
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang SLAIKSANA TEKNIS | 3 | RinA HERMAWATL 8 1 N Ketws 1t B
pembinaan sumber daya manusis di Lingkungan Kanior Unit LAAN FENODAPATAN DAERAL |4 | SYARIFAH KAMILATUS ZAHRAS 1P M ipol | Sekretans |
et 5. | RADEN sUSI | Anggota
Tanjungpinang; |
& Meisksanskan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kantor l & | asTumi RIA Anggota
Unit Peiaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah [ 7 [soxo s g p——
Tanjungpinang. L —
s Kegiatan sesual dengan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Ytn
ukuran, kompieksitas, dan sifat dari tugas Kantor Unit 1. Gubernur Kepulauan Riau DITETAPKANDI |  TANJUNGPINANG
Teknis Daersh 2 Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau PADA TANGGAL 18 OKTOBER 2021
Teriungpinang; 3. Kepals Badan Pengeloiaan Keuangan dan Asel Daerah Provinsi Kepulsuan Risu
i 4. Kepala Biro Hukurm Setda Provinsi Kepulauan Riau Pit. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KETIGA : Sekretariat Satuan Tugss Penyslenggara Sistem Pengendslisn ottt PALAUNIT PELAKSANA TEKNIS |
Intorn Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Unit Pelaksana Toknis O PINANG

Daerah twgas Untuk diketahui dan / atau dipargunakan seperiunys
seral

2]
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas 20523 201503 2 002
baik yang meliputi
pelaporan maupun tata kearsipan yang diperiuka
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